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BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR /I TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b
dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
’é‘alu’;lgl:;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);
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14, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak
yang masih harus dibayar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 446);

17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2024 Nomorl, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Bupati adalah Bupati Melawi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Melawi.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Melawi.

6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk Oleh Bupati yang diberi tugas
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

! Dipindai dengan |
(& CamScanner;


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

j ah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wqjib
e e X badi atau badan yang bersifat

kepada daerah yang terutang Oleh orang pri .
mepmaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar}
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Melawi.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,

penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJ.'I‘ adalah
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang

dan/atau jasa tertentu.
Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan

listrik.

Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, Kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya
disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh
Konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.

Penit'ipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat
parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan
atau bulanan. ,

E.alaman Parkir atau Taman Parkir adalah ruang terbuka yang
ikhususkan untuk kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara dan dapat j 1
pat juga disediakan untuk : .
pada Gedung utama. untuk menunjang kegiatan
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21.Gedung Parkir adalah bangunan yang khusus dibangun untuk tempat
parkir, baik itu berdiri sendiri maupun melekat dan sebagai penunjang
bangunan utama.

22. Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan hukum yang
menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, baik untuk dan atas
namanya sendiri ataupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggung jawabnya.

23. Fasilitas parkir diluar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir
kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang
kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau Gedung parkir.

24.Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa
gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang
kegiatan pada bangunan utama.

25. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disebut dengan SRP adalah ukuran
luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk,
atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

27.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

28. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas atas Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sehingga Wajib Pajak yang
memiliki karakteristik unik, tetap dan standar, dan dipergunakan dalam
administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

30.Badan usaha adalah suatu bentuk badan yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta
Bentuk Badan Usaha Lainnya.
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Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu dalam
masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi.
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Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang
bersifat final.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang
Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pcmbentahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.
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54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

56.Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan
di bidang Pajak Daerah.
BAB II

JENIS, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PBJT

Pasal 2

(1) PBJT adalah Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan
sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SPTPD.

(3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi
dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi
barang dan jasa tertentu yang meliputi :

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

0

R

Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan
dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
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a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian
Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau
peralatan makan dan minum; dan

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,
pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan
pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda
dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. pelayanan yang disediakan dengan peredaran usaha yang nilai
penjualan perbulannya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-
mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya
menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada

bandar udara.

Pasal 5
(1) PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik.

(2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(3) Dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal

balik;
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c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
dan

e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan
menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 6

(1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit sebesar
10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan umum.

(2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan
infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas
konsumsi Tenaga Listrik untuk Penerangan jalan umum.

Pasal 7

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya,
serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa
perhotelan seperti;

a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma parawisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.
(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah;
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)

(3)

(4)

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 8

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penyelenggaraan layanan
parkir diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha oleh Badan
atau perseorangan, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Pelayanan memakirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir yang
dilakukan oleh petugas parkir ditempat tertentu yang sudah
disediakan oleh Badan atau perseorangan, sehingga memberikan
kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

b.jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat,
dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

d. pada showroom kendaraan bermotor;

e. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah,
lembaga pendidikan, kegiatan sosial; dan

f. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan
bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

! Dipindai dengan !
{8 CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 9

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang
dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan,;
d. kontes binaraga;

€. pameran;

g

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

5 @

. permainan ketangkasan;

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang
dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan
kebugaran (bilyard, futsal, bulutangkis);

ok @
.

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan,
agrowisata, dan kebun binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang
semata-mata untuk :

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
dan/atau

c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk
amal.

Pasal 10
Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa
tertentu.
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BAB III
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 11

(1) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan
sendiri Wajib Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT yang
terutang.

(3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman
untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT
atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir
untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan
untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(4) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif
dan syarat objektif PBJT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam
Masa Pajak.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

(1) Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya pada Badan Pendapatan Daerah menggunakan Formulir
Pendaftaran, dengan melampirkan:

a. fotocopy kartu tanda penduduk bagi warga negara indonesia atau
pasport bagi warga negara asing ;

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang /(apabila ada);
c. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
d. surat kuasa bagi Wajib Pajak yang diwakili oleh Kuasanya;
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e. fotocopy kartu tanda penduduk yang dikuasakan bagi Wajib Pajak
yang diwakili oleh kuasanya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib
Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang

ditunjuk.

(3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD,
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak
yang memeriukan pendaftaran objek Pajak.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha
milik negara atau badan usaha milik Daerah.

(7) Dalam hal orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat
sebagai Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 13

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan
objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.
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(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan,
permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan
atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan Upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan Kembali.

Pasal 15

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh
konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan
dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau
minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT
atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat
parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk
PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa
Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat
nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan
sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual
barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian
penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus
untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan
sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
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(5) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang
dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 16

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran;
dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang
berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik
untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang
dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;
b. tingkat penggunaan listrik;
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang
bersangkutan.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penyedia Tenaga
Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan
Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga
Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 17

(1) Dalam hal pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 15, setiap
Wajib Pajak wajib menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
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(2) Dalam hal jumlah pembayaran atau yang harusnya dibayar yang
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak
wajar, maka dasar perhitungan nilai pajak yang harus dibayar dapat
menggunakan Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir.

(3) Standar Minimal Nilai Sewa Satuan Ruang Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada tarif tempat khusus parkir
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dari pengguna jasa parkir,
maka Pajak Parkir yang terhutang menjadi tanggung jawab Wajib
Pajak.

Pasal 18

(1) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran
(parkir gratis), maka perhitungan nilai omzetnya yaitu dilaksanakan
dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor- faktor daya
tampung lahan parkir, waktu penyelenggaraan, lama penggantian
(turn over) dan tarif parkir perjenis kendaraan.

(2) Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab
malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh
persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industr,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3%
(tiga persen); dan

b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan
sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 20

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) dengan tarif PBJT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
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(2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dan
dicatat dalam Kartu Data oleh petugas pada Badan Pendapatan
Daerah.

(2) Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain, Petugas pada Badan Pendapatan Daerah membuat Nota
Perhitungan dengan cara menghitung jumlah Pajak terutang dan
jumlah kredit Pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBUKUAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Pembukuan

Pasal 22

(1) Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
kepada Kepala BAPENDA.

(2) SPTPD wajib diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar.

(3) SPTPD harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah pengisian SPTPD dilakukan dengan tulisan yang jelas agar
tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah
maupun Wajib Pajak sendiri.

(4) SPTPD harus diisi dengan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pengisian SPTPD dengan menyertakan lampiran dan bukti
pendukung berupa :

a. rekapitulasi omzet penerimaan masa pajak yang bersangkutan;dan
b. rekapitulasi penggunaan karcis parkir.

(5) Lampiran dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan bagi penyelenggara
tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir gratis).

(6) SPTPD harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah pengisian data pada SPTPD harus sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya.
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(7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a. nama Wajib Pajak;

b. alamat Wajib Pajak dan objek pajak;

c. jenis usaha;

d. jumlah pegawai/karyawan,;

e. kapasitas tempat parkir yang disediakan;

f. omset rata-rata perhari ketika didaftarkan; dan
g. jumlah Pajak terutang dan masa pajak.

(8) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan
pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan
keuangan atau bukti pendukung lainnya.

(9) Setiap Wajib Pajak Parkir dalam mencatat transaksi atau penerimaan
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan
parkir, wajib menggunakan karcis parkir atau cash register kecuali
ada izin persetujuan dari Kepala BAPENDA.

(10) Karcis parkir atau cash register sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak.

(11) Lampiran dokumen dalam penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak diberlakukan bagi penyelenggara
tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir gratis).

(12) SPTPD PBJT, harus disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling
lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(13) SPTPD dapat disampaikan melalui mekanisme online SPTPD.

(14) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data
transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan
komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan
Pendapatan untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban
melegalisasi bon penjualan atau bill dan faktur.

(15) Kepala BAPENDA dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), secara tertulis
berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat
kepatuhan wajib pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi
usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan
komputer atau mesin cash register.
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(16) Dalam hal Kepala BAPENDA menyetujui permohonan wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak berkewajiban :

a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan
komputer atau mesin cash register secara berkala dengan
melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan
SPTPD kepada Kepala BAPENDA;dan

b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register
yang digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam
jaringan sistem informasi BAPENDA secara online apabila
diperlukan.

(17) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan :

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp.4.800.000,00 (empat Miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan.

(18) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) paling sedikit
memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti
pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran
Pajak yang terutang.

Pasal 23

(1) BAPENDA memberikan surat himbauan secara tertulis dan/atau
daring kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sampai
dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (12) .

(2) Surat Himbauan tertulis dan/atau daring sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi teguran 1 diberikan 7 hari setelah jatuh tempo
berakhirnya masa pajak.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara
elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan :

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan.
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(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta
bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung
besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama S (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan STPD sebesar RpS5.000 (lima ribu rupiah)
untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force
majeure).

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD
yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis
sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum kedaluwarsa
penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD disampaikan dengan
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

! Dipindai dengan |
@ CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang
kurang dibayar.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang
terutang dengan menggunakan SSPD.

(2) Pembayaran PBJT dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara
Penerimaan BAPENDA.

(4) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan
BAPENDA, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah
paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran adalah hari
kerja berikutnya.

(6) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak
dengan setoran tunai, transfer dan/atau melaui sistem pembayaran
berbasis elektronik dengan menggunakan fasilitas pembayaran dan
penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening Kas
Umum Daerah.

(7) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
a. anjungan tunai mandiri;
b. internet banking;
c. cash management service (CMS); dan/atau
d. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

(8) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai.
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(9) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau
cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila
telah dibukukan pada Bendahara Penerima pada BAPENDA.

(10) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diterbitkan SSPD
sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

(11) Bentuk dan isi SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk
sebagai tempat pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 28

(1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik
untuk Tenaga Listrik yang dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu.

(2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Pajak yang telah menandatangani perjanjian
dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya
dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.

(3) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan
bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan wusaha yang
dilakukan oleh Wajib Pajak.

BAB VII
PEMBUKUAN

Pasal 29

(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat
dalam buku menurut jenis Pajak sesuai dengan NPWPD.

(2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.

Pasal 30

(1) Besarnya penetapan dan penerimaan Pajak dihimpun dalam Buku
Jenis Pajak.
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(2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.

(3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi
penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak sesuai masa Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 ¢/ 20249
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Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 _Ju’ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 1" TAHUN 2024

TANGGAL 30 J¢/

2074

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

CONTOH PERHITUNGAN RATA-RATA OMSET PARKIR PERHARI

Daya Turn Waktu Jumlah Tarif Omset
Tampung Over Kendaraan Parkir Rata2
Lahan Perhari (Rp) Perhari
(Unit) | (Rp)
Mobil 10 buah | 60 menit | 12 jam 120 3.000 360.000
Motor 50 buah | 30 Menit | 12 jam 1.200 2.000 |2.400.000
Jumlah omsert Rata-rata perhari 2.760.000
Perhitungan Pajak Parkir :
- Jumlah Omset Rata-Rata perhari Rp 2.760.000
- Jumlah hari pelayanan (hari) Hr 20
- Jumlah Omset perbulan (OB) Rp 55.200.000
- Pajak Parkir (10%) X OB Rp 5.520.000
Penentuan Satuan Ruang Parkir :
No. Jenis Kendaraan SRP dalam M?
1 a. Mobil Penumpang Gol.l 2,30 x 5,00
b. Mobil Penumpang Gol.Il 2,50 x 5,00
c. Mobil Penumpang Gol.III 3,00 x 5,00
Bus / Truk * 3,40x 12,50
3 Sepeda Motor 0,75 x 2,00
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